BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten
1. Tinjauan Fisik Kabupaten Klaten
a. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan
langsung dengan Kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat
perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai
kota pelajar dan kota wisata. Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan

dengan beberapa Kabupaten:

1) Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

2) Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

3) Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)
4) Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)

Dari sisi bentangan garis khatulistiwa, Kabupaten Klaten
terletak antara 7°032°19” Lintang Selatan sampai 7°048°33” Lintang
Selatan dan antara 110°026°14” Bujur Timur sampai 110°047°51”
Bujur Timur.

Kabupaten Klaten terletak di antara jalur utama dua kota besar
Yogyakarta dan Surakarta. Dalam konteks regional, kedudukan
Kabupaten Klaten sangat strategis karena letaknya yang berada pada

jalur ekonomi regional yang menghubungkan ke pusat-pusat
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pertumbuhan di wilayah barat, timur, utara, dan selatan, yaitu

Surakarta-Jakarta, Yogyakarta-Surabaya, Yogyakarta-Semarang dan

Surakarta-Yogyakarta.*

b. Keadaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran :

1) Wilayah Lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara)
membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara
wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan
Tulung.

2) Wilayah Dataran (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah
Kecamatan: Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten
Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan,
Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper,
Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo.

3) Wilayah Berbukit/ Gunung Kapur (wilayah bagian selatan) yang
membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah
selatan Kecamatan Bayat, Cawas dan sebagian Gantiwarno.*

2. Sejarah Singkat Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)
Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Jawa Tengah
dibentuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Tingkat I

Jawa Tengah Nomor HUK 923/2/18 tanggal 11 Oktober 1968.

% yakobus Adi Nugroho, “Tinjauan Kawasan Wilayah Kabupaten Klaten”, http:/e-
journal.uajy.ac.id/10808/4/3TA13913.pdf, diakses pada hari Sabtu 29 Desember 2018 pukul
22.40.

3! pemkab Klaten, “Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten ”, https:/klatenkab.go.id/geografi-
dan-topografi-kabupaten-klaten/, diakses pada hari Sabtu 29 Desember 2018, pukul 22.50.
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Kelembagaan dan struktur organisasi Dipenda Provinsi Jawa Tengah baru

ditata secara tegas berikut dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi)

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dati | Jateng Nomor 2 tahun 1981.

Pada saat itu Dipenda Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 cabang

Dinas yang tersebar di 35 Kabupaten/ Kotamadya se-Jawa Tengah dan

memiliki 42 unit Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang tergabung

dalam SAMSAT. Adapun sejarah terbentuknya UPPD Kab. Klaten sebagai

berikut:

a.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
mulai berdiri pada tahun 1971 dengan nama “Perwakilan Dipenda
Provinsi Dati I Jateng di Klaten”. Semula berkantor di Kauman,
Kemudian berpindah ke JI. Sulawesi No. 37 dan kemudian pindah ke
JI. Merbabu No. 12 Klaten dengan wilayah kerja meliputi seluruh
Kabupaten Klaten.

Kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Dati | Nomor 2 tahun 1981
Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten
Klaten terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2002. Dengan pembentukan UPPD ini, maka UPTD
yang tergabung dalam SAMSAT menjadi bagian dari UPPD dan

menjadi Seksi PKB-BBNKB.

32



3. Wilayah Kerja UPPD Kabupaten Klaten
Keadaan Wilayah
Kabupaten Klaten terletak antara 110.25 — 110.48 BT dan 7.35 —
7.48 LS, dengan luas wilayah 655.56 Km2. Wilayah pemerintahan dibagi
menjadi 408 Desa dan 26 Kecamatan, yaitu :
a. Klaten Tengah;
b. Klaten Selatan;
c. Klaten Utara;
d. Kebonarum;
e. Wedi;
f. Ngawen;
0. Bayat;
h. Kalikotes;
i. Pedan;
j. Tulung;
k. Karangdowo;
I. Karanganom;
m. Jatinom;
n. Cawas;
0. Trucuk;
p. Prambanan;
g. Manisrenggo;

r. Jogonalan;
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v

Kemalang;

:—F

Karangnongko;
u. Gantiwarno;
v. Delanggu;
w. Ceper,
X. Polanharjo;
y. Juwiring; dan
z. Wonosari.
Batas Wilayahnya:
a. Disebelah utara Kabupaten Boyolali;
b. Disebelah Timur Kabupaten Sukoharjo;
c. Disebelah Selatan Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta; dan
d. Disebelah Barat Kabupaten Sleman di Yogyakarta.
. Profil SAMSAT Kabupaten Klaten

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kabupaten Klaten merupakan tempat pelaksanaan pungutan pendapatan
daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya,
yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan
Jasa Raharja. Dahulu, pembayaran pajak kendaraan bermotor, STNK, Plat
Nomor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) dilakukan secara terpisah. Pada pembayaran pajak kendaraan
bermotor dibayarkan melalui Dispenda, SNTK dan Plat Nomor di Polri

dan SWDKLLJ di kantor Jasa Raharja. Untuk mempermudah pelayanan
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kepada masyarakat, pada tahun 1971 ketiga instansi tersebut telah

disatukan.®®> Demi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor

pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Induk Kabupaten Klaten memiliki

dua SAMSAT Pembantu diantaranya SAMSAT Pembantu Prambanan dan

SAMSAT Pembantu Delanggu.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang

dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPPD dan SAMSAT di

Kabupaten Klaten. Dasar dari pemungutan pajak kendaraan bermotor ini

mengacu pada beberapa peraturan, diantaranya:

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

%2 Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
5. Subyek PKB Pada Kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD dan
SAMSAT Kabupaten Klaten adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor
UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten.
6. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPPD dan SAMSAT
Kabupaten Klaten
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor,
UPPD SAMSAT Kabupaten Klaten memungut objek kendaraan yang
beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor UPPD SAMSAT Kabupaten
Klaten, adapun jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain:
a. A-1 : Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi);
b. A-2 : Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum));
c. A-3 : Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah);
d. B-1 : Bus, Micro Bus (Pribadi);
e. B-2 : Bus, Micro Bus (Umum);
f. B-3 : Bus, Micro Bus (Pemerintah);
g. C-1 : Truck, Pick Up (Pribadi);
h. C-2 : Truck, Pick Up (Umum);
i. C-3 : Truck, Pick Up (Pemerintah);

j. D-1: Kendaraan Khusus Alat-Alat Berat/ Besar (Pribadi);
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k. D-3 : Kendaraan Khusus Alat-Alat Berat/ Besar (Pemerintah);
I. E-1 : Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pribadi); dan
m. E-3 : Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah).

Berikut potensi obyek kendaraan bermotor yang terdaftar
berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan pada tahun 2018 dapat
dilihat pada gambar berikut ini:

Tahun 2015:
Gambar 1. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT Induk

Kabupaten Klaten.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2014, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten ialah 271.624 (dua

ratus tujuh puluh satu enam ratus dua puluh empat) unit. Selanjutnya pada
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akhir tahun 2015, potensi obyek naik menjadi 297.002 (dua ratus sembilan
puluh tujuh ribu dua) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada akhir
tahun 2015, potensi obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten
naik sebesar 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)
unit.
Gambar 2. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Prambanan.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2014, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan ialah 90.572 (sembilan
puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) unit. Selanjutnya pada akhir tahun
2015, potensi obyek naik menjadi 100.292 (seratus ribu dua ratus sembilan

puluh dua) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2015,
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potensi obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan naik sebesar
9.720 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) unit.
Gambar 3. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar

Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Delanggu.

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2014, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu ialah 118.411 (seratus
delapan belas ribu empat ratus sebelas) unit. Selanjutnya pada akhir tahun
2015, potensi obyek naik menjadi 126.592 (seratus dua puluh enam ribu
lima ratus sembilan pulu dua) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada
akhir tahun 2015, potensi obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu

naik sebesar 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) unit.
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Tahun 2016:
Gambar 4. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT Induk

Kabupaten Klaten.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa jumlah potensi obyek pajak
lama sampai dengan 2015 pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten ialah
341.747 (tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh)
unit. Selanjutnya pada akhir tahun 2016, potensi obyek naik menjadi
367.629 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan)
unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2016, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten naik sebesar 25.882

(dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) unit.

40



Gambar 5. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Prambanan.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2015, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan ialah 90.572 (sembilan
puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) unit. Selanjutnya pada akhir tahun
2016, potensi obyek naik menjadi 100.690 (seratus ribu enam ratus
sembilan puluh) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016,
potensi obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan naik sebesar

10.118 (sepuluh ribu seratus delapan belas) unit.
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Gambar 6. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Delanggu.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2015, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu ialah 126.589 (seratus
dua puluh enam lima ratus delapan puluh sembilan) unit. Selanjutnya pada
akhir tahun 2016, potensi obyek naik menjadi 135.775 (seratus tiga puluh
lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) unit. Tabel diatas menunjukkan
bahwa pada tahun 2016, potensi obyek pajak pada SAMSAT Pembantu
Delangggu naik sebesar 9.186 (sembilan ribu seratus delapan puluh enam)

unit.
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Tahun 2017:
Gambar 7. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT Induk

Kabupaten Klaten.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2016, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten ialah 367.608 (tiga
ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan) unit. Selanjutnya pada
akhir tahun 2017, potensi obyek naik menjadi 391.766 (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam) unit. Tabel diatas
menunjukkan bahwa pada tahun 2017, potensi obyek pajak pada SAMSAT
Induk Kabupaten Klaten naik sebesar 24.158 (dua puluh empat ribu

seratus lima puluh delapan) unit.
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Gambar 8. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar

Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Prambanan.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2016, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan ialah 100.690 (seratus
ribu enam ratus sembilan puluh) unit. Selanjutnya pada akhir tahun 2017,
potensi obyek naik menjadi 110.236 (seratus sepuluh ribu dua ratus tiga
puluh enam) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017,
potensi obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan naik sebesar

9.546 (sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) unit.
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Gambar 9. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar

Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Delanggu.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten

Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2016, potensi

obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu ialah 135.775 (seratus

tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) unit. Selanjutnya pada

akhir tahun 2017, potensi obyek naik menjadi 145.149 (seratus empat

puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan) unit. Tabel diatas

menunjukkan bahwa pada tahun 2017, potensi obyek pajak pada SAMSAT

Pembantu Delanggu naik sebesar 9.374 (sembilan ribu tiga ratus tujuh

puluh empat) unit.

45



Tahun 2018:
Gambar 10. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT Induk

Kabupaten Klaten.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2017, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten ialah 391.766 (tiga
ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam) unit.
Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2018, potensi obyek naik menjadi
415.570 (empat ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh) unit. Tabel
diatas menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2018,
potensi obyek pajak pada SAMSAT Induk Kabupaten Klaten naik sebesar

23.804 (dua puluh tiga ribu delapan ratus empat) unit.
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Gambar 11. Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Berdasarkan Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT

Pembantu Prambanan.

swnmel Z

|
= - - - 2 - = 2
1,058 55 350 15 s 12 386

Som~Ny

a2 G a0 K 0 € 0 e G0 00 b

1 30,950 846 7,902 570 9 s l.u:
1 g 5 e

e
teiteit=y

Bl ol

gl
z
=l
z
5
&

31 Desember 2018

Katen,
KOORDINATOR SAMSAT

ARIF BUDIYANTO SE
NIP. 19710709 200312 2 003

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2017, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Prambanan ialah 100.236 (seratus
ribu dua ratus tiga puluh enam) unit. Selanjutnya pada bulan Desember
tahun 2018, potensi obyek naik menjadi 119.333 (seratus sembilan belas
ribu tiga ratus tiga puluh tiga) unit. Tabel diatas menunjukkan bahwa
sampai dengan bulan Desember tahun 2018, potensi obyek pajak pada
SAMSAT Pembantu Prambanan naik sebesar 19.097 (sembilan belas ribu

sembilan puluh tujuh) unit.
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Tabel. 12 Potensi Obyek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Berdasarkan

Subjeknya Baik Pribadi maupun Badan pada SAMSAT Pembantu

Delanggu.
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Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas disebutkan bahwa pada tahun 2017, potensi obyek
pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu ialah 145.149 (seratus empat
puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan) unit. Selanjutnya pada
bulan November tahun 2018, potensi obyek naik menjadi 152.681 (seratus
lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) unit. Tabel diatas
menunjukkan bahwa sampai dengan bulan November tahun 2018, potensi
obyek pajak pada SAMSAT Pembantu Delanggu naik sebesar 7.532 (tujuh

ribu lima ratus tiga puluh dua) unit.
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7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Rumus untuk menentukan PKB adalah
Nilai jual x Bobot x Tarif. Pada nota pajak terdapat tarif PKB dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
SWDKLLJ merupakan kewenangan dari Jasa Raharja.®
8. Persyaratan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor
UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten
Persyaratan urusan pajak kendaraan kermotor pada Kantor
UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten:
a. Syarat-syarat perpanjangan ulang 1 tahun:
Kartu identitas pemilik kendaraan (KTP/ SIM/ KK/ Pasport) dan STNK
asli.
b. Syarat-syarat perpanjangan ulang (5 tahunan) antara lain:
Mengisi blangko SPTPD, cek fisik kendaraan, kartu identitas (KTP/
SIM/ KK/ Passport), STNK dan BPKB asli dan fotokopi.
c. Syarat-syarat kendaraan baru:
Mengisi blangko SPTPD, cek fisik kendaraan, kartu identitas (KTP),
faktur, sertifikat uji type dan tanda pendaftaran type, surat keterangan
karoseri (kendaraan tertentu), surat keterangan dari Dinas Perhubungan,
kuitansi pembelian kendaraan bermotor, Nomor Identifikasi Kendaraan

bermotor (NIK).

%% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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d. Kendaraan mutasi dari luar daerah:
Mengisi blangko SPTPD, cek fisik kendaraan; kartu identitas (KTP,
SIM, KK, Passport), surat keterangan pindah (pengganti STNK),
BPKB asli dan fotokopi, surat keterangan fiskal antara daerah dan
kuitansi pembelian.

e. Kendaraan mutasi dari dalam daerah:
Mengisi blangko SPTPD, cek fisik kendaraan, kartu identitas (KTP,
SIM, KK, Passport) STNK, BPKB asli dan fotokopi, SKPD tahun
terakhir, kuitansi pembelian.

f. Penggantian STNK hilang:
Laporan kehilangan dari kepolisian terdekat, cek fisik kendaraan,
BPKB, kartu identitas (KTP), dan surat pernyataan kehilangan diberi
materai Rp6.000. STNK hilang dapat diproses 14 hari sejak kehilangan
STNK dilaporkan.

Selain pajak tahunan, segala urusan pajak kendaraan bermotor di
SAMSAT Kabupaten Klaten menggunakan persyaratan Cek Fisik
Kendaraan. Cek Fisik Kendaraan dilaksanakan dengan landasan sebagali
berikut:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;
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c. SKep Kapolri No. Pol Skep/1385/X/2000 tentang Tata Laksana
Penerbitan Surat Keterangan Hasil Cetak Fisik Kendaraan Bermotor;
dan

d. SKep Kapolri No. Pol SKep/642/1V/2001 tentang Standarisasi
Spesifikasi Teknisi Lampiran Model V BPKB dan Penerbitan Surat
Keterangan Hasil Cetak Fisik Kendaraan Bermotor.

Berikut syarat dokumen pengecekan cek fisik kendaraan bermotor:**

a. Cek fisik balik nama kendaraan:

(1) Kendaraan dibawa ke loket cek fisik kendaraan;

(2) BPKB asli dan fotokopi rangkap dua;

(3) STNK asli dan fotokopi rangkap dua;

(4) Identitas pemilik KTP baru (asli) dan KTP lama (fotokopi) dan
difotokopi rangkap dua;

(5) Kuitansi jual beli bermaterai Rp6.000 asli dan fotokopi rangkap
dua; dan

(6) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa dan
melampirkan identitas KTP asli dan difotokopi rangkap dua.

b. Cek fisik daftar ulang 5 tahun:

(1) Kendaraan dibawa ke loket cek fisik kendaraan;
(2) BPKB asli dan fotokopi;

(3) STNK asli dan fotokopi;

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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(4) Identitas pemilik KTP asli dan fotokopi; dan

(5) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa dan
melampirkan identitas KTP asli dan difotokopi rangkap dua.

Cek fisik mutasi masuk dari luar daerah:

(1) Kendaraan dibawa ke loket cek fisik kendaraan;

(2) BPKB asli dan fotokopi;

(3) STNK asli dan fotokopi;

(4) Identitas pemilik KTP baru (asli) dan KTP lama (fotokopi) dan
difotokopi rangkap dua, apabila nama tetap dilampirkan surat
keterangan pindah dari kelurahan/ desa

(5) Kuitansi jual beli bermaterai Rp6.000 asli dan fotokopi rangkap
dua; dan

(6) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa

melampirkan identitas KTP asli dan fotokopi rangkap dua.

. Cek fisik mutasi luar daerah:

(1) Kendaraan dibawa ke loket cek fisik kendaraan;

(2) BPKB asli dan fotokopi;

(3) STNK asli dan fotokopi;

(4) Identitas pemilik KTP baru (asli) dan KTP lama (fotokopi) dan
difotokopi rangkap dua, apabila nama tetap dilampirkan surat

keterangan pindah dari kelurahan/ desa;
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(5) Kuitansi jual beli bermaterai Rp6.000 asli dan fotokopi rangkap
dua;

(6) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa
melampirkan identitas KTP asli dan fotokopi rangkap dua; dan

(7) Berkas mutasi dilampirkan.

Cek fisik kendaraan STNK hilang/ duplikat STNK:

(1) Kendaraan diawa ke loket cek fisik kendaraan;

(2) Surat keterangan STNK hilang dari Kepolisian dan fotokopi
rangkap dua;

(3) Surat keterangan STNK hilang dari Kasat Lantas dan fotokopi
rangkap dua;

(4) Surat keterangan hilang dari media siaran/ radio dan fotokopi
rangkap dua;

(5) Surat keterangan STNK hilang dari media cetak/ koran dan
fotokopi rangkap dua;

(6) Identitas pemilik KTP baru asli dan fotokopi rangkap dua; dan

(7) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa dan
melampirkan identitas KTP asli dan fotokopi rangkap dua.

Cek fisik kendaraan baru:

(1) Kendaraan dibawa ke loket cek fisik kendaraan;

(2) Berkas dari dealer dilampirkan fotokopi rangkap dua;
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(3) Identitas pemilik KTP baru asli dan fotokopi rangkap dua;
(4) Kuitansi jual beli bermaterai Rp6.000 asli dan fotokopi rangkap
dua; dan
(5) Apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, agar melampirkan
surat kuasa bermaterai Rp6.000 kepada yang menerima kuasa
melampirkan identitas KTP asli dan fotokopi rangkap dua
9. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran
pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten
Wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT di Kabupaten
Klaten yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPPD dan SAMSAT
Kabupaten Klaten akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% setiap bulan. Bunga tersebut dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung
saat terutangnya pajak. Kepala Kassubag PKB UPPD dan SAMSAT
Kabupaten Klaten juga menjelaskan bahwa maksimal bunga yang akan
dijatuhkan adalah 48%.%
Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa kendaraan
bermotor yang tidak melaksanakan pegesahan STNK akan mendapatkan

surat tilang. Tidak melaksanakan pengesahan STNK yang dimaksud

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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berarti bahwa wajib pajak tidak melakukan atau dengan kata lain telah
menunggak pembayaran pajak tahunan.*®

Menariknya, kini UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten tengah
melaksanakan perintah dari Kapolrantas untuk mensosialisasikan sebuah
program. Program tersebut adalah jika ada kendaraan bermotor yang tidak
melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah
habis masa berlaku STNK maka dapat dihapuskan dari daftar. Kendaraan
bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali sehingga
tidak dapat dioperasionalkan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 74 ayat 2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Pasal 110 ayat 3 dan Pasal 114 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor
5 Tahun 2012.%

10. Hal Pengaduan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung. Penanganan Pengaduan secara langsung pada SAMSAT
Kabupaten Klaten dapat ditempuh dengan cara:
a. Wajib pajak mendatangi loket informasi dan pengaduan;
b. Selanjutnya wajib pajak melakukan registrasi;
c. Pengaduan akan diselesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan; dan

d. Selesai.

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
%7 Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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Penanganan Pengaduan secara tidak langsung pada SAMSAT
Kabupaten Klaten dapat ditempuh dengan cara:
a. Wajib pajak mengisi pada kotak saran dan pengaduan;
b. Selanjutnya kotak saran yang terisi akan diidentifikasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi;
c. Petugas pajak akan melakukan analisis;
d. Petugas pajak akan melakukan perbaikan/ pencegahan; dan

e. Selesail.

B. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD di

Kabupaten Klaten

Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat atas negaranya sebagali
bentuk pengabdian. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mutlak ada
pada seluruh daerah Provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan
kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan
atau tidak mengenakan suatu jenis Pajak Provinsi. Untuk dapat dipungut pada
suatu daerah Provinsi, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi
landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Provinsi yang
bersangkutan. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan
apakah Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam satu peraturan daerah

atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.
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Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah
daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan
yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut
juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin
agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi
tanggung jawabnya.

Pada Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang
kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa
Tengah bekerjasama dengan Kabupaten Klaten untuk melaksanakan
pemungutan pajak daerah. Mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor
terhadap peningkatan PAD Kabupaten Klaten, SAMSAT Kabupaten Klaten
akan menyetorkan semua hasil pemungutan pajak pada hari yang sama
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa
Tengah melalui Bank Jateng. Setelah SAMSAT selesai melayani pembayaran
pajak oleh wajib pajak, maka pada hari itu juga Petugas dari Bank Jateng
akan datang mengambil hasil dari pemugutan pajak untuk kemudian
diserahkan seluruhnya kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.® Mengenai
pembagian hasilnya, Provinsi Jawa Tengah akan menerima hasil pemungutan

pajak sebesar 70% sedangkan Kabupaten Klaten akan menerima hasil

%8 Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT
Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.
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pemungutan pajak sebesar 30%.*° Pembagian hasil dari pungutan pajak
tersebut akan dibagi setiap satu bulan sekali. Badan Pengelola Pendapatan
Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah yang pada dasarnya merupakan induk
dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) akan mengeluarkan surat
rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
yang berisikan permintaan pembayaran bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa

Tengah kepada Pemerintah Kabupaten.*°

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.

*0 Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT
Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.
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Gambar 13. Surat Permintaan Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi

Sumber:

Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota Bulan Januari 2018.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL Pe nuda No. 1 Telp. 024 — 3515514 FAX. 024-3583531
Semarang - 50142

Semarang, 27 Februari 2018.

Nomor ! 971.1/03.428 5

Lampiran : 1 (Satu) lembar Kepads s

Perthal : Permintaan Pembayaran Bagi KEPALA BADAN PENGELOLA
Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tengah Kepada Kabupaten/Kota PROVINSI JAWA TENGAH
Bulan Januari 2018 di-

SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Total Aloka;i Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jateng Kepada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 sebesar
Rp. 4.598.057.727.000,00

2. Berdasarkan realisesi penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP yang telah
di rekonsiliasi antara Bagian Kas Daerah dan BPPD, maka dikeluarkan Suraf
permintaan pembayaran bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota
Bulan Januari 2018 sebesar Rp. 309.434.852.132,00

3. Rincian besarnya pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka
it (satu),.t_;ercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakar
sebagaimana mestinya.

£

KEPALA BAD WN PENDAPATAN DAERAH

 SREVINSIC

NIP. 19641104 198903 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

Sekretaris Daerah Prov. Jateng;

Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;

Kepala BPKAD Kab/Kota se- Jawa Tengah;

Sekretaris BPPD Provinsi Jawa Tengah ;

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pada BPPD Provinsi Jawa Tengah ;
Kepala UPPD Se- Jawa Tengah ;

Pertinggal, '

Oy U1 N

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
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Gambar 14. Daftar Nominal Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Januari 2018.

LAMPIRAN o s
SURAT KEPALA BPPD PROVINS| JAWA TENGAH -
NOMOR : 971.1/03.428

TANGGAL : 27 Pebruari 2018

BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN/KGTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2018

BULAN JANUARI 2018
[ vo.| KABUPATEN/ BAGI HASIL PAJAK DAERAH e T
| KOTA Pke | BBNkB [ PB3KS 1 PAP
4
3,398,599,712 3,106,583,293 3,736,307,986 50,468,587 10,291,958 578
B 2,619,638,393 2,869,288,381 3,240,660,276 3,001,312 8,832,582 862
3 2,493,757,056 3,233,698,947 3,200,500,365 7,541,110 8,935,497,478
:‘ 4 |GROBOGAN 2,933,321,282 3,006,309,701 3,075,215,013 17,743,059 9,033,189 055 [
{5 |pAm 3,670,790,544 3,545,070,158 4,258,823,622 3,431,078 11,478,115,403
"6 [xupus 3,004,695,610 2,841,107,471 3,126,047,240 1,373,528 8,973,226,849
; 7 |IEPARA 3,037,885,640 3,156,625,212 3,250,216,504 857,958 9,485,593,714
| 8 |REMBANG 1,827,813,839 1,748,319,951 2,412,617,886 4,194,667 5,992,946,343
9 |BLORA 2,038,444,552 1,693,082,712 128,673,127 2,723,643 5,662,924,034
10 |PEKALONGAN 1,775,886,802 2,119,974,455 1,830,850,343 6,454,954 5,733,166,595
11 |BATANG 1,692,091,149 2,073,549,931 2,340,698,266 7,808,160 6,114,147,506
12 |PEMALANG 2,671,903,624 2,904,627,804 2,511,911,202 6,940,212 8,495,382,842
[ 13 ITEGAL 2,521,080,328 3,223,094,374 3,929,485,979 6,821,325 9,680,482,006
14 |BREBES 3,467,500,365| 3,238,425,930 3,791,165,003 5,956,383 10,507,046,181
| 15 |BANYUMAS 4,378,123,971 3,848,050,146 . 4,361,484,740 75.078303 13,112,737,160
; 16 |CILACAP 4,178,796,876 3,855,778,028 4,280,424,521 25,588,002 12,340,587,427
{"17 |PURBAUNGGA 2,202,950,656 1,807,959,293 1,971,689,975 7,088,355 5,930,586,279
18 |BANJARNEGARA 1,946,462,323 1,808,323,321| ° 1,913,891,546 157,231,283 5,831,909,083
19 |MAGELANG 2,888,325,081 2,802,357,591 3,844,571,797 11,104,185 9,546,358,654
20 |TEMANGGUNG 1,817,274,033 1,447,521,156 2,026,629,730 7,234,799 5,298,659,718
21 |WONOSOBO 1,918,839,189 1,591,082,813 1,685,904,355 18,900,776 5,214,727,133
22 |PURWOREIO 1,898,856;559 1,590,322,592 1,918,962,764 2,233,864 5,410,375,779 |
23 |KEBUMEN 2,621,801,730 2,187,257,076 2,607,159,021 30,671,373 7,447,289,200 |
24 ) KLATEN 3,846,280,967 3,535,463,493 4,084,092,631 16,998,976 11.482,835,067'
25 [BOYOLAU 2,545,378,502 2,563,419,269 2,467,573,434 7,431,689 7,584,209,254
26 ISRAGEN 2,972,110,200 2,524,569,192 3,302,749,361 11,743,925 B,801,172,678
27 |SUKOHARIO 2,745,211,392 3,168,968,775 3,806,379,568 7,494,692 9,728,054,427
28 |KARANGANYAR 3,001,922,974 2,801,579,133 3,160,935,580 13,794,018 8,978,231,705
29 | WONOGIRI 2,536,996,775 2,107,067,360 2,330,459,860 9,459,500 7,134,023,495
e 7 = 2 -y
! 30 |SEMARANG 15,444,792,463 15,058,159,127 10,307,257,533 26,714,415 40,836,923,53¢
{ 31 :XPEKALONGAN 1,615,492,746 1,125,395,507 1,440,401,435 251,778 4,181,541,46€
? 32 ESURAKARTA 4,547,017,421 3,876,932,081 2,880,615,977 2,810,168 11,707,375,647
‘ 33 ISALATIGA 1,230,632,072 963,215,425 1,207,859,872 2,292,533 3,403,995,902
34 [TEGAL 1,545,272,620 1,157,988,826 962,952,362 315,810 3,706,529,618
35 |MAGELANG 1,373,083,526| . 595,141,560 510,836,000 1,394,330 2,480,455,41¢
JUMLAH 104,609,138,972.00 €3,216,914,625.00 104,902,451,274.00 506,347,261.00 309,434,852,132.0C

Dr.ir INWAN BB DR

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
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Presentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD

di Kabupaten Klaten:

Tabel 1. Presentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap

Peningkatan PAD di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2018.

TAHUN | KABUPATEN PAGL PRSI PRES(EO/':')TASE
KLATEN
2011 74.640.747.133 | 18.370.996.558 24,61%
2012 85.363.348.140 | 23.821.553.183 27,90%
2013 115.454.161.953 |  24.415.350.316 21,15%
2014 177.922.415.860 | 26.693.617.272 15,00%
2015 190.622.670.128 |  28.797.759.666 15,11%
2016 224.197.408.481 |  35.069.414.825 15,64%
2017 371.718.439.306 |  43.674.905.697 11,75%
2018 372.456.909.614 | 42.500.542.813 11,41%

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

maupun Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor hampir mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018, Bagi Hasil Pajak

Kendaraan Bermotor menurun sebesar Rpl.174.362.884. Mengenai
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presentase, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tidak menentu. Pada tahun 2011
sampai dengan 2012, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
terhadap Pendapatan Asli Daerah naik dari 24,61% menjadi 27,90%, namun
pada tahun selanjutnya menurun drastis menjadi 21,15% di tahun 2013 dan
15% di tahun 2014. Pada 2 tahun setelahnya, Kontribusi Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah naik menjadi 15,11%
di tahun 2015 dan 15,64% di tahun 2016. Selanjutnya pada 2 tahun terakhir,
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli

Daerah menurun menjadi 11,75% di tahun 2017 dan 11,41% di tahun 2018.

. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten
1. Faktor Pendukung
Faktor yang menjadi pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
pada kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten diantaranya:
a. Sumber daya manusia yang cukup memadai
Kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten yang pada
dasarnya merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi
melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan
tepat kepada wajib pajak di Kabupaten Klaten. Hal tersebut
menimbulkan tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam
proses pelayanan, agar dapat memuaskan masyarakat atau para wajib

pajak. Menurut pengamatan penulis pada UPPD dan SAMSAT
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Kabupaten Klaten bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan
kompetensi pegawai pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten
merupakan tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan
prima kepada wajib pajak atau pihak terkait lainnya guna menunjang
visi dan misinya. Sesuai dengan visi UPPD dan SAMSAT Kabupaten
Klaten yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi
Informasi Menuju Pemerintahan yang Bersih”.
Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi

Mengikuti laju perkembangan jaman yang semakin modern,
maka UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten juga telah berinovasi
dengan mengikuti teknologi demi mempermudah dalam pelayanan
kepada masyarakat. SAMSAT Kabupaten Klaten, SAMSAT
Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu telah
mengunakan sistem komputer yang terhubung langsung dengan pusat.
Dengan sistem komputerisasi ini maka proses pengelolahan data akan
lebih cepat, tepat dan akurat.
Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling

SAMSAT keliling merupakan bentuk inovasi lain yang
diberikan oleh SAMSAT Kabupaten Klaten kepada masyarakat yang
ingin membayar pajak kendaraannya. Mobil khusus ini menggunakan
satelit yang secara langsung terhubung dengan sistem yang ada pada

kantor pengolahan data pusat. Sehingga wajib pajak dapat membayar
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pajak kendaraan lebih dekat tanpa harus datang ke SAMSAT

Kabupaten Klaten.

Gambar 15. Mobil Khusus SAMSAT Keliling Kabupaten Klaten.

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten
Klaten

Berikut jadwal pelayanan SAMSAT Kkeliling pada UPPD Kabupaten

Klaten:

1) Senin : Kecamatan Juwiring
2) Selasa : Kecamatan Cawas
3) Rabu : Kecamatan Pedan
4) Kamis : Kecamatan Trucuk
5) Jumat : Kecamatan Jatinom
6) Sabtu : Kecamatan Bayat
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7) Minggu : Car Free Day
Berikut jam pelayanan SAMSAT Keliling UPPD Kabupaten Klaten:

1) Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.30 — 13.00 WIB

2) Hari Jumat : Pukul 08.30 - 11.00 WIB
3) Hari Sabtu : Pukul 08.30 - 11.00 WIB
4) Hari Minggu : Pukul 07.00 — 09.00 WIB

c. Kemudahan Pembayaran Pajak
UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten memberikan
kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak,
diantaranya:
1) Dibuka kantor-kantor SAMSAT Pembantu seperti di SAMSAT
Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu;
2) Brosur;
3) Siaran radio dan TV,
4) Surat pemberitahuan pajak kendaraan sebelum jatuh tempo; dan
5) SMS jatuh tempo
d. Door to door
Untuk memenuhi pencapaian targetnya, SAMSAT Kabupaten
Klaten juga menggalakkan program door to door. Mekanisme program
door to door ini adalah mendatangi rumah wajib pajak untuk
memberikan surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak

kendaraan bermotor.”* Pada hari kerja, semua petugas SAMSAT

*! Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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Kabupaten baik dari petugas pajak sampai dengan office boy turut serta
berkeliling dari rumah ke rumah wajib pajak yang menunggak membayar
pajak kendaraan bermotor tersebut.*?

Fungsi dari door to door ini adalah untuk memenuhi target
pencapaian pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten. Program door
to door ini tidak dilaksanakan pada setiap wajib pajak yang menunggak,
melainkan sesuai dengan anggaran dan kemampuan petugas SAMSAT

Kabupaten Klaten.*

*2 Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono, Kepala Seksi Bagian Penagihan pada SAMSAT
Kabupaten Klaten, pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 13.45 WIB.

3 Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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Gambar 16. Contoh surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak

kendaraan bermotor pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten.

|

l

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Klaten
Pada tabel diatas tertulis bahwa jumlah PKB wajib pajak sebesar
Rp99.750,00. Namun wajib pajak terlambat membayar selama 2 bulan,

jadi denda yang dikenakan adalah sebesar 4% yaitu Rp3.990, 00.
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2. Faktor Penghambat

Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti pada teknis pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor.** Namun beberapa faktor

penghambat dari luar diantaranya:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peningkatan potensi
jumlah kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Klaten tidak
sejalan dengan jumlah kesadaran masyarakat yang membayar pajak
kendaraan terbukti pada periode Januari-November 2018 tercatat
bahwa terdapat sebanyak 54377 (lima puluh empat ribu tiga ratus
tujuh puluh tujuh) unit kendaraan yang tidak membayar pajak. Hal
ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
masyarakat, banyaknya alasan masyarakat tidak membayar pajak
adalah karena letak tempat tinggalnya yang jauh dari kantor
SAMSAT. Sebagian mereka berpendapat tidak perlu membayar
pajak karena mereka hanya menggunakan kendaraan mereka untuk

berkebun saja.

** Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Seksi Bagian Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Kabupaten Klaten, pada hari Jumat, 21 Desember 2018, pukul 08:35 WIB.
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Berikut tunggakan berjalan pajak kendaraan bermotor pada periode
Januari-November 2018 pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten
Klaten.

Gambar 17. Data Kendaraan Bermotor yang menunggak membayar
pajak pada Kantor SAMSAT Kabupaten Klaten periode Januari s/d

November 2018.

REKAP TUNGGAKAN BERJALAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
JANUARI S/D NOPEMBER 2018
UPPD KAB. KLATEN

JUMLAH SELURUHNYA
NO, JENIS OBYEK FOXOK RS
(Rp.)
75| RoDAZ e | 491 | 7.047.236.925
2 |RODA4  4964]  5.910.894.240
54377 12.958.131.165
SAMSAT INDUK KLATEN
NO, JENIS OBYEK e gt
(Rp.)
1 |RODA2 o 28463|  4.008.751.750
2 |[RODA4 2948 3.392.263.750
31411 7.401.015.500
SAMSAT PEMBANTU PRAMBANAN
NO, JENIS OBYEK RORDKCTED
(Rp.)
1 |RoDA2 10031 1.443.684.175
2 |[RoDA4 i 1011 1.296.256.605 |
11042 2.739.940.780
SAMSAT PEMBANTU DELANGGU
NO, JENIS OBYEK FORKEKE.
(Rp.)
1 [RODA2 10919|  1.594.801.000
2 |RoDA4 1005 1.222.373.885
11924 2.817.174.885

Klaten. 30 Nopember 2018

KEPALA UPPD KAB. KLATEN

DRA. SRI HARNANI
NIP. 19670519 199703 2 002

Sumber: Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten

Klaten
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Pada tabel diatas tertulis jelas bahwa tunggakan berjalan
pajak kendaraan bermotor pada bulan Januari sampai dengan bulan
November adalah 54.377 (lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh
puluh tujuh) dengan total pokok PKB Rp12.958.131.165 (dua belas
miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh satu
ribu seratus enam puluh lima rupiah). Adapun rincian tunggakan
pada masing-masing SAMSAT adalah 31.411 (tiga puluh satu ribu
empat ratus sebelas) dengan pokok PKB Rp7.401.015.500 (tujuh
miliar empat ratus satu juta lima belas ribu lima ratus rupiah) pada
SAMSAT Induk Klaten, 11.042 (sebelas ribu empat puluh dua)
dengan pokok PKB Rp2.739.940.780 (dua miliar tujuh ratus tiga
puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus
delapan puluh rupiah pada SAMSAT Pembantu Prambanan dan
11.924 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh empat) dengan pokok
PKB Rp2.817.174.885 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta
seratus tujuh puluh empat delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
pada SAMSAT Pembantu Delanggu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita simpulkan
bahwa kurangnya kesadaran masyarakat/ wajib pajak dalam hal
kewajibannya membayar pajak berpengaruh terhadap besarnya
tunggakan berjalan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT

Kabupaten Klaten.
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b. Data wajib pajak yang tidak lengkap
Data wajib pajak yang tidak lengkap biasanya banyak terjadi
pada alamat tempat tinggalnya, dalam hal ini wajib pajak yang tidak
membayar pajak menyulitkan pegawai yang melakukan
pemberitahuan langsung ke rumah. Data alamat yang terkadang
wajib pajak tidak sesuai dengan yang ada dalam kartu pengenal
wajib pajak atau wajib pajak tidak tinggal di alamat tersebut tetapi
tidak memberitahu petugas pajak.
c. Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama
Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama
juga menjadi faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan
bermotor di SAMSAT Kabupaten Klaten. Hal tersebut tidak jarang
terjadi dan sangat merugikan pemilik lama apabila pemilik yang baru
tidak membayar pajak yang namanya masih terdaftar sebagai

pemilik kendaraan tersebut.
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